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Abstrak:

Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan (Marriage Agreement) Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Dibawah bimbingan Dachran S Busthami, sebagai Ketua
Pembimbing dan St. Ulfah sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
No 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian perkawinan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian dengan
menggunakan metode bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh
melalui bahan kepustakaan dan juga analisis referensi buku dan jurnal, serta menganalisis
kasus khususnya dari internet, buku literatur, dan perundang-undangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015,
perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung, dan
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan notaris. Perjanjian ini mengikat suami, istri,
serta pihak ketiga, dan dapat mengatur tentang harta, hak asuh anak, serta hal lainnya
sepanjang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. (2) Akibat hukum yang timbul
dari adanya perjanjian perkawinan adalah adanya kepastian hukum atas pembagian harta,
mencegah sengketa saat perceraian, dan melindungi hak kepemilikan khususnya dalam
perkawinan campuran. Rekomendasi penelitian, (1) sebaiknya perjanjian perkawinan pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dimanfaatkan oleh setiap pasangan,
guna melindungi hak individu setiap pihak yang ada di dalam perkawinan. (2) Sebaiknya
aparat penegak hukum seperti hakim, notaris, dan pejabat pencatat perkawinan memastikan
setiap perjanjian perkawinan telah disusun sesuai dengan asas kebebasan berkontrak
namun tetap mematuhi batas hukum, agama, dan kesusilaan, guna menghindari kerugian
bagi pihak manapun dan menjamin keabsahan dan keadilan dari akubat hukum yang
ditimbulkan.
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Abstract:

This study aims to examine and analyze marriage agreements after the Constitutional Court
Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the legal consequences arising from such agreements.
This research employs a normative legal research method by utilizing primary and secondary
legal materials. The legal materials were obtained through library research and the analysis of
references from books and academic journals, as well as case studies sourced from the internet,


mailto:nikitapratiwiasmaraputri@gmail.com

Jurnal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

legal literature, and statutory regulations. The results of the study indicate that following the
Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, marriage agreements may be made
either before or during the course of the marriage and must be legalized by a marriage registrar
or a notary. Such agreements are binding upon the husband, wife, and third parties, and may
regulate matters concerning marital property, child custody, and other related issues, provided
that they do not violate the law, religious values, or public morality. The legal consequences
arising from marriage agreements include the establishment of legal certainty in the division
of marital property, the prevention of disputes in the event of divorce, and the protection of
ownership rights, particularly in mixed marriages. This study recommends that marriage
agreements after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XI11/2015 be utilized by
married couples to protect the individual rights of each party within the marriage.
Furthermore, it is recommended that law enforcement officials, including judges, notaries, and
marriage registration officers, ensure that marriage agreements are drafted in accordance
with the principle of freedom of contract while remaining compliant with legal, religious, and
moral boundaries in order to prevent losses to any party and to guarantee the validity and
fairness of the resulting legal consequences.
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A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain sebagai ikatan sosial dan keagamaan,
perkawinan juga menimbulkan akibat hukum, khususnya yang berkaitan dengan harta
kekayaan suami istri.

Dalam sistem hukum Indonesia, harta benda yang diperoleh selama perkawinan pada
prinsipnya menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian
perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memberikan
kebebasan kepada calon suami dan istri untuk mengatur akibat hukum dari perkawinan,
terutama mengenai pengelolaan dan pemisahan harta. Namun, sebelum adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat
dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.
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Pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan tersebut menimbulkan berbagai
permasalahan hukum, terutama bagi pasangan yang baru menyadari pentingnya
perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, termasuk dalam perkawinan
campuran. Hal ini kemudian diuji secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, yang
pada akhirnya memutus bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan prinsip
perlindungan hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan
signifikan dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya
sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, serta dapat disahkan oleh notaris
atau pegawai pencatat perkawinan. Perubahan ini menimbulkan implikasi yuridis
terhadap kedudukan, kekuatan mengikat, serta akibat hukum dari perjanjian
perkawinan, baik bagi suami istri maupun pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan
perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
serta akibat hukum yang ditimbulkannya, guna memberikan pemahaman dan kepastian

hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada
pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui bahan hukum tertulis. Pendekatan ini
digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian perkawinan pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta akibat hukum yang
ditimbulkannya. [11].

C. PEMBAHASAN

1. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-

XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan
mendasar terhadap pengaturan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum
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putusan tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat
perkawinan dilangsungkan. Namun, Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan
tersebut membatasi hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan asas
kebebasan berkontrak.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak
hanya sebelum, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Selain itu,
pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dilakukan oleh pegawai
pencatat perkawinan, tetapi juga oleh notaris. Perluasan makna ini memberikan
fleksibilitas hukum bagi pasangan suami istri dalam mengatur hubungan hukum
mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca putusan Mahkamah Konstitusi memiliki
kekuatan hukum yang mengikat bagi suami, istri, serta pihak ketiga sepanjang tidak
bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Isi perjanjian perkawinan dapat
mencakup pengaturan mengenai pemisahan harta, hak dan kewajiban suami istri, hak

asuh anak, serta ketentuan lain yang disepakati bersama..

2. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Akibat hukum dari perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah terciptanya kepastian hukum dalam pengaturan
harta kekayaan suami dan istri. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dasar
hukum dalam menentukan pembagian harta apabila terjadi perceraian, sehingga

dapat mencegah sengketa berkepanjangan di kemudian hari.

Selain itu, perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum yang signifikan
dalam perkawinan campuran, khususnya terkait kepemilikan hak atas tanah dan
harta benda bagi warga negara Indonesia. Dengan adanya perjanjian perkawinan,
pasangan perkawinan campuran dapat mempertahankan hak kepemilikan secara sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Dalam praktik peradilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
telah dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan
perjanjian perkawinan. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para
pihak dan menjadi dasar bagi notaris serta pejabat pencatat perkawinan untuk
menyusun dan mengesahkan perjanjian perkawinan pasca nikah. Dengan demikian,
perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk melindungi hak-

hak para pihak dalam perkawinan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian perkawinan pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dapat disimpulkan bahwa
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membawa perubahan signifikan terhadap
pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Putusan ini memberikan penafsiran
konstitusional terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dengan memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yakni tidak
hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama ikatan

perkawinan berlangsung.
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